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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai
Reza Ginting, Nurliah Nurdin, Bambang Giyanto.
2242021091 @stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Kota Binjai telah menerapkan sistem merit dalam manajemen pegawai dan
pelaksanaan tugas-tugas administratif sesuai amanat undang-undang yang
berlaku. Namun, capaian dalam penerapan sistem ini masih menunjukkan
stagnansi.  Meskipun telah ada wupaya yang dilakukan untuk
mengimplementasikan prinsip-prinsip meritokrasi, terdapat tantangan dalam
mencapai kemajuan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi sistem merit dalam manajemen aparatur di lingkungan pemerintah
Kota Binjai. Berdasarkan teori Charles O Jones tentang implementasi kebijakan
publik, penelitian ini mengevaluasi tiga variabel utama, yaitu organisasi,
interpretasi, dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. teknik pengambilan data dengan
wawancara, telaah dokumen, dan observasi lapangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat dan proaktif sangat penting
dalam memastikan kesuksesan implementasi kebijakan sistem merit. Koordinasi
antar organisasi, meskipun penting, masih menghadapi tantangan yang perlu
diperbaiki, terutama terkait perubahan struktural dan penyesuaian tugas dan
tanggung jawab. Struktur organisasi yang fleksibel dan responsif diperlukan
untuk memfasilitasi implementasi kebijakan dengan lebih lancar. Selain itu,
terdapat tujuh variabel lain yang memerlukan perbaikan untuk optimalisasi
implementasi sistem merit, termasuk kapasitas sumber daya, ancaman
kepentingan, komunikasi, evaluasi kinerja, dan respons terhadap perubahan.
Berdasarkan temuan ini, disarankan agar dilakukan perbaikan dalam hal
koordinasi antar organisasi, penyesuaian struktur organisasi, pengembangan
kapasitas sumber daya, penguatan pengawasan terhadap ancaman kepentingan,
perbaikan komunikasi, peningkatan evaluasi kinerja, dan pengembangan
respons terhadap perubahan.

Kata Kunci: Sistem merit, Manajemen, ASN, Kota Binjai.
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ABSTRACT

Implementation of the Merit System Policy in the Management of State Civil
Apparatus within the Binjai City Government

Reza Ginting, Nurliah Nurdin, Bambang Giyanto.
2242021091 @stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Binjai City has implemented a merit system in employee management and the
implementation of administrative tasks in accordance with the mandate of
applicable law. However, achievements in implementing this system still show
stagnation. Although there have been efforts made to implement the principles
of meritocracy, there are challenges in achieving significant progress. This
research aims to analyze the implementation of the merit system in apparatus
management within the Binjai City government. Based on Charles O Jones'
theory about public policy implementation, this research evaluates three main
variables, namely organization, interpretation, and application. This research
uses descriptive research using a qualitative approach. data collection
techniques using interviews, document review, and field observation. The
research results show that strong and proactive leadership is very important in
ensuring the successful implementation of merit system policies. Inter-
organizational coordination, although important, still faces challenges that need
to be improved, especially regarding structural changes and adjustments to
duties and responsibilities. A flexible and responsive organizational structure is
needed to facilitate smoother policy implementation. Apart from that, there are
seven other variables that require improvement to optimize the implementation
of the merit system, including resource capacity, interest threats,
communication, performance evaluation, and response to change. Based on
these findings, it is recommended that improvements be made in terms of
coordination between organizations, adjusting organizational structures,
developing resource capacity, strengthening supervision of interest threats,
improving communication, increasing performance evaluation, and developing
responses to change.

Keywords: Merit system, Management, Civil Servants, Binjai City.
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BAB I
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia dihadapkan pada pengelolaan sumber daya manusia
yang berkualitas dan kompeten dalam menghadapi era globalisasi serta persaingan
pasar yang semakin ketat. Semakin mendesaknya kebutuhan akan tenaga kerja
terampil dan terlatih mendorong organisasi di berbagai sektor untuk
memprioritaskan sistem merit dalam rekrutmen, penilaian Kkinerja, dan
pengembangan pegawai. Hal ini tidak hanya menjadi isu penting di level organisasi,
tetapi juga menjadi perhatian utama dalam administrasi pembangunan negara.
Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang unggul, penting untuk
meningkatkan sistem birokrasi agar menjadi lebih transparan, efektif, dan dapat
dipercaya. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun tata kelola yang bersih,
efektif, demokratis, dan dapat diandalkan. Hal ini akan menciptakan lingkungan
masyarakat yang lebih baik, dengan kehadiran pemerintah yang dapat dipercaya
dalam menjalankan tugasnya. Negara hadir untuk memastikan bahwa sumber daya
manusia yang terlibat dalam pelayanan publik dan pembangunan nasional memiliki
kompetensi dan dedikasi yang tinggi. Salah satu permasalahan yang saat ini
menjadi perhatian adalah adanya disparitas kualitas dan kemampuan di antara
pegawai pemerintah. Dengan mengatasi isu ini melalui implementasi sistem merit
yang kuat, negara dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia untuk
mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan efektif. Pentingnya
sistem merit semakin diperkuat di era globalisasi dan persaingan pasar yang
semakin ketat. Organisasi masa Kini dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan
bahwa tenaga kerja yang dimilikinya adalah yang paling berkualitas, terampil, dan
berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, perencanaan,
implementasi, dan evaluasi sistem merit yang efektif adalah esensial untuk
mencapai keunggulan kompetitif.

Menurut data World bank (2021) beberapa negara yang dianggap berhasil



menerapkan sistem merit dilihat dari government effectiveness indekx adalah
Singapura, Swiss, Denmark, Finlandia dan Norwegia. Pengukuran Indeks
Efektivitas Pemerintah melibatkan evaluasi atas berbagai faktor, termasuk
penilaian terhadap mutu pelayanan publik, tingkat kebebasan dari pengaruh politik,
kualitas dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan, serta kepercayaan
terhadap tekad pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem merit di negara-negara

tersebut telah memberikan dampak positif pada efektivitas pemerintahan mereka.

Gambar 1. 1. Indeks Efektivitas Pemerintan ASEAN Tahun 2021
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Sumber: Diolah dari Wolrd Bank, 2023

Meskipun Indonesia menempati peringkat 61 dari 193 negara, posisi ini
masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti
Singapura, Brunei, dan Malaysia. Fakta ini menunjukkan bahwa kinerja suatu
pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Untuk
mencapai Birokrasi Berkualitas Dunia yang gesit, responsif, dan tanggap terhadap

dinamika global yang terus berubah, diperlukan komitmen dari seluruh bagian



sektor publik untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia di Aparatur
Sipil Negara (ASN). Implementasi sistem merit menjadi langkah krusial dalam
upaya ini. Pendekatan ini memastikan bahwa promosi dan penunjukan ASN
didasarkan pada kualifikasi dan Kkinerja, memungkinkan perkembangan
profesionalisme yang berkelanjutan dan berdampak positif pada efisiensi dan
efektivitas pemerintahan.

Pemerintah telah mengumumkan strategi nasional untuk memajukan sumber
daya manusia di sektor publik dan non-publik, yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya dalam
target "Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia". Selain itu,
pemerintah telah menetapkan agenda prioritas untuk pengembangan, terutama di
sektor aparatur, yang mencakup tiga aspek penting: (1) Meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas kinerja, serta melakukan reformasi birokrasi; (2) Memperbaiki
inovasi dan kualitas pelayanan publik; dan (3) Memperkuat penerapan manajemen
ASN vyang berbasis merit. Proses pengembangan manajemen ASN untuk
menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan independen dimulai
setelah diterapkannya kebijakan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN), instansi pemerintah diwajibkan dengan jelas untuk menerapkan sistem
merit dalam administrasi ASN.

Penerapan sistem merit yang ditekankan oleh Woodard (2000) membawa
implikasi yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam
konteks ini, seleksi karyawan tidak hanya berdasarkan pada faktor-faktor subjektif
atau preferensi pribadi, tetapi lebih pada kualitas kinerja dan keahlian yang relevan.
Penempatan dan promosi juga disusun dengan mempertimbangkan kompetensi
yang diperlukan untuk sukses dalam peran tersebut. Kompensasi, sebagai bagian
penting dari sistem merit, juga diarahkan pada menghargai dan memotivasi
karyawan yang telah memberikan kontribusi signifikan. Tidak mengabaikan faktor-
faktor nonmerit seperti gender, usia, atau etnis adalah komitmen mendasar dari

penerapan sistem merit ini. Hal ini menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif



di tempat kerja, memungkinkan setiap karyawan untuk memiliki kesempatan yang
sama dalam hal pengakuan dan kemajuan karier. Dengan cara ini, organisasi dapat
menarik individu terbaik yang memenuhi persyaratan posisi dan juga memberikan
kesempatan bagi semua anggota tim untuk berkembang dan mengoptimalkan
potensi mereka. Ini adalah fondasi kuat bagi keberhasilan jangka panjang dari
manajemen sumber daya manusia berbasis merit.

Manajemen pembangunan daerah berkaitan erat dengan efektivitas kinerja
ASN dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat
lokal. Implementasi kebijakan sistem merit memiliki tujuan utama untuk
meningkatkan kualitas dan kinerja ASN, yang secara langsung mendukung upaya
pembangunan daerah. Kinerja ASN yang baik dapat berdampak positif pada
berbagai aspek pembangunan daerah, seperti efisiensi pelayanan publik,
implementasi  program-program  pembangunan, dan pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sistem merit
yang berfokus pada peningkatan kinerja ASN akan memiliki kontribusi yang
signifikan dalam memajukan pembangunan daerah. Sistem merit melibatkan
penilaian Kkinerja yang objektif dan transparan, yang pada gilirannya dapat
memberikan masukan yang berharga bagi pengambilan keputusan terkait
pembangunan daerah. Evaluasi kinerja ASN dapat membantu identifikasi
kebutuhan pembangunan, alokasi sumber daya yang efisien, serta pengembangan
strategi dan program yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan menerapkan sistem
merit yang adil dan transparan, pemerintah daerah akan meningkatkan tingkat
akuntabilitas terhadap masyarakat. ASN yang terampil dan berkualitas akan lebih
responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, yang pada akhirnya akan
mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40
Tahun 2018, terdapat delapan aspek kriteria yang harus diadopsi oleh instansi
pemerintah. Aspek-aspek tersebut mencakup: perencanaan kebutuhan, pengadaan,

pengembangan, promosi dan mutasi, manajemen Kinerja, penggajian, penghargaan,



serta disiplin, perlindungan, pelayanan, dan sistem informasi. Implementasi sistem
merit diwajibkan oleh Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang ASN. Sebagai lembaga
pengawas implementasi sistem merit, KASN menerbitkan Peraturan KASN Nomor
9 Tahun 2019 tentang Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di
Instansi Pemerintah, yang memberikan detail lebih lanjut dari ketentuan Undang-
Undang ASN. Peraturan tersebut mencakup Kkriteria dan prosedur untuk
mengevaluasi kinerja sistem merit di instansi pemerintah. Tabel 1.1 meberikan
berbagai penilaian mengenai tingkat implementasi sistem merit, termasuk kategori,

nilai, indeks, dan sebutannya.

Tabel 1. 1. Nilai Tingkat Penerapan Sistem Merit

Kategori Nilai Indeks Sebutan
vV 325-400 081-1 Sangat Baik
Il 250-324 0,61-0,8 Baik
I 175-249 0,41-06 Kurang
I 100-174 02-04 Buruk

Sumber: Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019

Sejak tahun 2019 hingga 2022, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah
melaksanakan evaluasi terhadap penerapan sistem merit di 460 instansi pemerintah,
meliputi tingkat Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hasil dari
Laporan Sistem Merit dalam Angka tahun 2022 oleh KASN menunjukkan bahwa
dari total 460 instansi pemerintah yang dievaluasi, sebanyak 172 instansi
dikategorikan sebagai penerapan sistem merit dengan tingkat "Buruk”. Selanjutnya,
terdapat 71 instansi dengan kategori "Kurang", 157 instansi dengan kategori "Baik",
dan 60 instansi dengan kategori "Sangat Baik". Pada gambar 1.2 adalah gambaran
mengenai beragam tingkat penerapan sistem merit di berbagai instansi pemerintah

selama periode tersebut.



Gambar 1. 2. Tingkat Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah Tahun 2022

180
160
140
120
100
80
60
40
20

Sangat Baik Baik Kurang Buruk

M Sangat Baik M Baik Kurang ® Buruk

Sumber: Diolah dari Sistem merit dalam angka tahun 2022

Penerapan sistem merit dalam instansi Kementerian menunjukkan bahwa dari
8 aspek yang dievaluasi, 6 aspek memiliki capaian nilai di atas 70%,
mengindikasikan kategori optimal. Namun, aspek pengembangan karir dan promosi
serta mutasi memperlihatkan capaian cukup optimal, sedikit di bawah aspek
lainnya. Situasi serupa terlihat di instansi Lembaga, dengan enam aspek mencapai
kategori optimal, sementara aspek pengembangan karir dan promosi serta mutasi
memperoleh capaian cukup optimal. Di pemerintah provinsi, terdapat enam aspek
dengan capaian optimal, satu aspek cukup optimal, dan satu aspek kurang optimal,
khususnya pada pengembangan Kkarir. Di tingkat kabupaten/kota, penerapan sistem
merit menunjukkan perbedaan yang signifikan. Enam aspek berada pada kategori
kurang optimal dengan persentase di bawah 50%, sementara aspek perencanaan
kebutuhan dan pengadaan mendapat penilaian cukup optimal. Menurut data
evaluasi penerapan sistem merit di instansi pemerintah pada tahun 2022 oleh
Komisi Aparatur Sipil Negara, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan tingkat

capaian yang beragam. Aspek pengembangan karier, promosi dan mutasi, serta



manajemen kinerja termasuk di antara yang memperlihatkan capaian yang cukup
optimal atau kurang optimal. Ketiga aspek tersebut merupakan aspek penting
namun capaian penerapannya di instansi pemerintah membutuhkan upaya
peningkatan (areas of improvement).

Gambar 1.3 menggambarkan penerapan sistem merit di tingkat Provinsi
Sumatera Utara. Data tersebut menunjukkan bahwa dari total 33 kabupaten/kota
dan 1 provinsi di Sumatera Utara, hanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang
berhasil mencapai kategori "sangat baik" dalam penerapan sistem merit, dengan
hanya lima kabupaten/kota lain yang dapat dikategorikan sebagai "baik", sementara
sisanya, yakni 28 kabupaten/kota, masuk ke dalam kategori "kurang" atau "buruk™.
Variasi ini mencerminkan perbedaan dalam tingkat keberhasilan dan implementasi
sistem merit di berbagai tingkat pemerintahan di provinsi tersebut. Berdasarkan
gambar 1.3, terlihat bahwa dari lima urutan dengan nilai penerapan sistem merit
terendah, hanya Kota Binjai yang berada di tingkat kota. Hal ini menjadi menarik
untuk diteliti lebih lanjut. Melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap faktor-
faktor yang memengaruhi hasil ini dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem
merit di Kota Binjai. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu
mengidentifikasi area-area spesifik yang memerlukan perbaikan atau

pengembangan lebih lanjut.



Gambar 1. 3. Capaian penerapan sistem merit wilayah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2022
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Sumber: Laporan Penerapan sistem merit wilayah Provinsi Sumatera Utara KASN
2022

Meskipun Kota Binjai telah menggunakan sistem merit sebagai bagian
penting dari cara mereka mengelola pegawai dan menjalankan tugas-tugas birokrasi
sesuai dengan undang-undang, tetapi tampaknya sampai saat ini capaian dalam
penerapan sistem merit masih menunjukkan stagnansi. Meskipun telah ada upaya
untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip meritokrasi, perlu adanya evaluasi
mendalam untuk mengidentifikasi penyebab dalam rendahnya nilai penerapan

sistem ini di kota tersebut. Hal tersebut bisa diperhatikan pada tabel 1.2.



Tabel 1. 2. Nilai Penerapan Sistem Merit Kota Binjali

No Periode Nilai Sebutan
1 19 Mar 2020 - 28 Feb 2021 86,5 Buruk
2 01 Mar 2021 - 31 Jan 2022 87,5 Buruk
3 01 Feb 2022 - 31 Dec 2022 149,5 Buruk

Sumber: aplikasi SIPINTER KASN, 2023

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa KASN telah melakukan beberapa
kali penilaian terhadap penerapan sistem merit di Kota Binjai, namun tidak terlihat
perubahan yang signifikan terhadap nilai penerapan sistem merit di Kota Binjai.
Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut guna memahami faktor-faktor apa yang
mungkin menjadi penyebab stagnasi ini. Apakah hal ini terkait dengan kebijakan
dan praktik yang diterapkan di level lokal atau ada faktor-faktor lain yang
mempengaruhi implementasi sistem merit di Kota Binjai. Perlu juga dieksplorasi
apakah ada tantangan khusus yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam
memastikan penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi mendalam terhadap hasil
penilaian dan dialog terbuka dengan berbagai pihak terkait dapat menjadi langkah
awal untuk menentukan strategi perbaikan dan peningkatan implementasi sistem
merit di Kota Binjai.

Hasil evaluasi penerapan sistem merit di Kota Binjai, yang dilakukan oleh
Komisi Aparatur Sipil Negara selama periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember
2022, mengungkapkan bahwa penerapan sistem merit di kota tersebut dinilai
sebagai "Buruk". Skor total yang diperoleh adalah 149,5 dari skor maksimal 400,
dengan Indeks sebesar 0,37 dari skor maksimal 1. Secara rinci, nilai per aspek dapat

dijabarkan sebagai berikut:




Tabel 1. 3. Nilai Sistem Merit Kota Binjai Tahun 2022 Per Aspek

_ Nilai

No Aspek Nilai Maksmal Keterangan
Aspek Perencanaan .

1 | Kebutuhan 27,5 40 Belum Optimal

2 Aspek Pengadaan 30 40 Belum Optimal
Aspek Pengembangan Sangat Tidak Optimal

: 15 120 .

3 | Karir (areas of improvement)
Aspek Promosi dan .

4 | Mutasi 15 40 Belum Optimal
Aspek Manajemen Sangat Tidak Optimal

o 20 80 -

S5 | Kinerja (areas of improvement)
Aspek Penggajian,

6 Penghargaan, dan 15 40 Belum Optimal
Disiplin
Aspek Perlindungan 14 16 Belum Optimal

7 | dan Pelayanan
Aspek Sl_stem 13 24 Belum Optimal

8 | Informasi

Total 149,5

Sumber: Diolah dari laporan penilaian KASN, 2023

Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi delapan
aspek dalam sistem merit di Kota Binjai. Data ini dapat menjadi dasar untuk
mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan atau pengembangan lebih
lanjut. Dilihat dari tabel tersebut perlu dilakukan evaluasi mendalam terutama pada
aspek pengembangan karir dan aspek manajemen Kinerja.

Berdasarkan hasil penilaian KASN diatas pada aspek perencanaan kebutuhan,
pengadaan, promosi, dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai masih
menunjukkan tingkat kinerja yang belum optimal. Hal ini mengindikasikan
perlunya melaksanakan evaluasi dan pembaruan dalam hal pengelolaan sumber
daya manusia. Selain itu, aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin juga menjadi
fokus perhatian yang perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Binjai dapat

mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dalam hal pengelolaan
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kompensasi, pengakuan prestasi, serta penegakan disiplin agar dapat memberikan
motivasi dan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja ASN. Aspek
perlindungan dan pelayanan juga menunjukkan kekurangan dalam
implementasinya. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa
ASN mendapatkan perlindungan yang memadai dan pelayanan yang memenuhi
standar. Sistem informasi, sebagai salah satu aspek penting dalam manajemen
kinerja, juga menunjukkan kinerja yang belum optimal. Pemerintah Kota Binjai
perlu memperbarui atau meningkatkan infrastruktur teknologi informasi guna
mendukung manajemen kinerja yang lebih efisien dan efektif. Penting untuk diingat
bahwa pembaruan dalam sub-aspek ini bukan hanya tentang memenuhi standar,
tetapi juga untuk menghasilkan dampak yang positif terhadap kinerja ASN secara
keseluruhan.

Pengembangan Kkarier terjadi melalui tiga fase, yaitu perencanaan,
implementasi, dan monitoring serta evaluasi. Instrumen penilaian sistem merit
berfokus pada penyediaan infrastruktur yang mendukung manajemen Karier,
dengan tiga aspek utama: standar kompetensi jabatan, profil pegawai, dan
pengembangan kompetensi. Terdapat sepuluh sub-aspek yang dinilai dalam
penilaian sistem merit ini meliputi standar kompetensi yang diperlukan untuk setiap
jenis jabatan (baik manajerial, teknis, maupun sosial-kultural), menyusun profil
pegawai berdasarkan analisis kemampuan dan kompetensi, membentuk Kelompok
Talenta sesuai dengan penilaian kemampuan manajerial dan hasil evaluasi kinerja,
menyusun rencana suksesi yang mempertimbangkan standar kompetensi teknis
untuk jabatan dan jalur karir di lembaga, menyediakan informasi tentang
kesenjangan kualifikasi dan kemampuan pegawai, melakukan analisis atas selisih
kinerja, merancang strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi
dan kinerja guna meningkatkan kemampuan ASN, melaksanakan program
pelatihan untuk mengisi kesenjangan, melakukan peningkatan kompetensi melalui
praktik kerja dan pertukaran pegawai, dan menerapkan program peningkatan

kompetensi melalui bimbingan dan pendampingan.
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Pemerintah Kota Binjai baru dapat memenuhi dua dari sepuluh sub-aspek
yang dievaluasi dalam penilaian sistem merit ini. Dalam penilaian KASN, dicatat
bahwa standart kompetensi jabatan manajerial untuk Jabatan Pimpinan Tinggi
(JPT) dan Jabatan Administrator sudah dapat diakses. Meskipun demikian, terdapat
beberapa kelemahan yang perlu dicatat, yakni fokus kompetensi yang tercantum
baru mencakup aspek manajerial, belum mencakup aspek teknis. Selain itu, belum
sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi yang diatur dalam PermenPAN
38/2017. Sementara itu, profil pegawai yang telah dibuat dengan dasar pemetaan
talenta dan kompetensi juga sudah ada, namun hanya untuk beberapa jabatan
tertentu.

Aspek manajemen kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN dalam
mendukung visi Indonesia sebagai satu diantara kekuatan ekonomi global. Upaya
demi mencapai tujuan ini terdapat beberapa fokus perubahan yang menjadi
perhatian, termasuk penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu, serta
penekanan pada pendekatan peningkatan kinerja melalui ekosistem yang
memungkinkan dialog kinerja yang intensif. Dalam penilaian sistem merit, Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) mengidentifikasi lima sub-aspek sebagai petunjuk
penerapan aspek manajemen kinerja. Pertama, ketersediaan kontrak kinerja yang
dapat diukur dan berasal dari Rencana Strategis organisasi. Kedua, penggunaan
metode penilaian kinerja yang objektif. Ketiga, pelaksanaan evaluasi kinerja secara
berkala yang melibatkan dialog kinerja untuk memastikan pencapaian kontrak
kinerja. Keempat, ketersediaan informasi tentang analisis masalah kinerja dan
penyusunan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Terakhir, pemanfaatan hasil
evaluasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan terkait pembinaan dan
pengembangan Karier.

Beberapa catatan dari penilaian KASN adalah bahwa Pemkot Binjai telah
melengkapi dokumen kontrak kinerja untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT),
administrator, dan pengawas. Mereka juga telah mengumpulkan dan menyusun
RPJMD. Namun, terdapat catatan bahwa kontrak kinerja untuk jabatan fungsional

dan pelaksana masih perlu dilengkapi. Hasil verifikasi mencatat bahwa SKP
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Permenpan 8 sudah tersedia, namun data yang diunggah tidak relevan karena
berkaitan dengan kontrak kinerja, sementara yang diperlukan adalah data penilaian
kinerja/SKP. Klarifikasi juga diperlukan terkait apakah Pemkot Binjai masih
menggunakan SKP manual atau sudah beralih ke e-kinerja. Rekomendasi diberikan
untuk melakukan penilaian perilaku kerja 360 derajat. Hasil verifikasi KASN
menunjukkan bahwa sudah ada SKP manual tahunan untuk semua level jabatan.
Pemkot Binjai telah melampirkan penilaian kinerja 2021 manual untuk
administrator dan pengawas, namun masih perlu Klarifikasi terkait penggunaan e-
kinerja, karena belum digunakan dan masih menunggu SI ASN dari BKN.
Dokumentasi pelaksanaan dialog kinerja secara berkala juga perlu diunggah untuk
verifikasi lebih lanjut.

Evaluasi mendalam terhadap setiap sub-aspek ini akan memberikan wawasan
yang lebih jelas tentang area mana yang memerlukan perbaikan atau
penyempurnaan. Dengan melakukan langkah-langkah perbaikan yang tepat,
Pemerintah Kota Binjai dapat mengangkat tingkat kinerja ASN dan memajukan
sistem merit di wilayahnya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
implementasi sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara khususnya pada
dua aspek, yaitu pengembangan Kkarir dan manajemen kinerja. Selain itu, peneliti
juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menerapkan

sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan informasi dan hasil pengamatan yang diuraikan pada latar
belakang permasalahan diatas, maka identifikasi masalah yang ada pada pemerintah
Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem merit di Kota Binjai tergolong dalam kategori "Buruk”
dengan poin 149,5 dari skor maksimal 400 dan indeks 0,37 dari skor maksimal
1.

2. Dalam aspek pengembangan karier, terdapat kekurangan yang signifikan.

Hanya mencapai 15 poin dari 120, menunjukkan tingkat kinerja sangat tidak
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optimal dan membutuhkan evaluasi mendalam.

3. Aspek manajemen kinerja juga menunjukkan kinerja yang sangat tidak optimal,
dengan hanya mencapai 20 poin dari 80.

4. Aspek-aspek lainnya seperti perencanaan kebutuhan, perekrutan, promosi dan
rotasi jabatan, pengelolaan gaji, pemberian penghargaan, penanganan disiplin,
perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi juga belum berjalan optimal
dan membutuhkan peningkatan.

5. Dari sepuluh sub-aspek yang dievaluasi, Pemerintah Kota Binjai baru mampu
melengkapi dua sub-aspek.

6. Standar kompetensi jabatan baru mencakup aspek manajerial dan belum
mencakup aspek teknis. Selain itu, belum sepenuhnya sesuai dengan standar
kompetensi yang diatur dalam PermenPAN 38/2017.

7. Profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi hanya
tersedia untuk sejumlah jabatan tertentu, menunjukkan kurangnya
implementasi di seluruh organisasi.

8. Diperlukan evaluasi mendalam terutama pada aspek pengembangan Kkarir dan
aspek manajemen Kkinerja untuk memperbaiki implementasi sistem merit.

Dengan mempertimbangkan masalah yang diidentifikasi sebelumnya,
penelitian ini memerlukan pembatasan pada permasalahan yang akan diteliti.

Penulis memusatkan penelitian hanya pada dua aspek dalam sistem merit, yaitu

pengembangan karir dan manajemen kinerja. Pemilihan kedua aspek tersebut

didasarkan pada bobot penilaian tertinggi di antara aspek lain, yakni sebesar 30%

dan 20%. Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah untuk memusatkan perhatian

pada penelitian, sehingga dapat menghasilkan analisis yang tepat dan mendalam

mengenai aspek yang sedang diselidiki.

. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasikan yang telah dilakukan, maka yang menjadi
rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengapa implementasi sistem merit dalam menejemen ASN di lingkungan
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Pemerintah Kota Binjai belum optimal?

2. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan agar sistem merit dalam menejemen

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dapat berjalan optimal?

Dalam menjawab pertanyaan pertama, penelitian ini akan menganalisis faktor-
faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam implementasi sistem merit di Kota
Binjai. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua, peneitian ini akan
mengidentifikasi stategi yang dapat diterapkan agar implementasi sistem merit
dalam menejemen ASN di lingkungan Pemerintah di Kota Binjai dapat berjalan

optimal.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala / hambatan
implementasi sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah
Kota Binjai. Dalam analisis ini, akan diperhatikan berbagai faktor yang
memegang peran penting dalam implementasi sistem merit.

2. Untuk merumuskan rekomendasi strategi implementasi sistem merit dalam
menejemen ASN di lingkungan Pemerintah di Kota Binjai. Berdasarkan hasil
analisis, penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat
diterapkan untuk mewujudkan keputusan yang tepat dalam merencanakan dan
mengimplementasikan kebijakan sitem merit dalam manajemen ASN di Kota

Binjai

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup hal-hal berikut:
1. Manfaat Akademik: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti
tentang teori dan konsep dalam ilmu administrasi pembangunan negara.
Mengembangkan keterampilan penelitian dan penerapan alur berpikir ilmiah

dalam menganalisis permasalahan terkait kebijakan sistem merit dalam
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manajemen ASN. Memperluas wawasan peneliti terkait isu-isu terkini dalam
bidang sistem merit dan kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis: Merumuskan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Daerah
khususnya Pemerintah Kota Binjai, untuk membantu pemerintah daerah dalam
mengambil  keputusan yang tepat dalam  merencanakan  dan
mengimplementasikan kebijakan sitem merit dalam manajemen ASN.
Memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Binjai dengan adanya
kebijakan sistem merit yang baik dapat berkontribusi pada efisiensi, efektivitas,
dan kredibilitas pemerintah daerah, serta meningkatkan pelayanan publik yang
diberikan kepada masyarakat.

Dengan adanya manfaat akademik dan praktis ini harapannya, penelitian ini
dapat berkontribusi dalam memajukan atau mengembangkan kebijakan sistem
merit di Kota Binjai serta menjadi referensi penting bagi penelitian dan
pengembangan pada bidang ini di masa depan.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen terhadap
implementasi kebijakan sistem merit dalam manajemen aparatur di lingkungan
pemerintah Kota Binjai, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem
merit di lingkungan pemerintah Kota Binjai masih menghadapi sejumlah tantangan
yang memerlukan perbaikan dan peningkatan di masa mendatang. Meskipun telah
ada upaya yang dilakukan dalam menerapkan kebijakan tersebut, terdapat beberapa
variabel kunci yang memengaruhi kelancaran dan kesuksesannya. Dalam
menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya bersama antara berbagai pihak terkait
untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan guna memastikan
bahwa sistem merit dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang
maksimal bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan
paparan setiap variabel dari teori Charles O Jones pada bab sebelumnya diperoleh
faktor-faktor yang mempengaruhi sistem merit belum berjalan optimal dan strategi
yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Penyebab tidak optimalnya implementasi sistem merit

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dari 11 variabel terdapat 7 variabel

yang menyebabkan sistem merit tidak berjalan optimal sehingga memerlukan

perbaikan kedepannya. Berikut 7 variabel tersebut dan analisisnya:

a. Koordinasi Antar Organisasi: Meskipun penting, koordinasi antar organisasi
masih menghadapi tantangan, terutama terkait perubahan struktural dan
penyesuaian tugas dan tanggung jawab. Perbaikan dalam hal ini akan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi.

b. Struktur Organisasi: Meskipun perubahan struktur organisasi telah dilakukan
untuk mendukung implementasi sistem merit, masih terdapat ketidakpastian

dalam penempatan tugas dan tanggung jawab. Penyesuaian lebih lanjut
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diperlukan untuk memastikan struktur organisasi yang baru mendukung
implementasi kebijakan.

Kapasitas Sumber Daya: Tantangan terkait kapasitas sumber daya, khususnya
terkait sumber daya manusia dan anggaran, menjadi hal yang perlu diperbaiki.
Investasi lebih lanjut dalam pengembangan kompetensi pegawai dan alokasi
anggaran yang memadai diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam
pengelolaan sumber daya manusia.

. Ancaman Kepentingan: Variabel ini mencerminkan hambatan atau gangguan
yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan sistem merit, baik dari
faktor internal maupun eksternal. Dari data yang diberikan, terlihat bahwa
adanya ancaman terhadap kepentingan dapat menghambat pelaksanaan
kebijakan, terutama jika terjadi campur tangan politik atau tekanan dari pihak
tertentu untuk mempengaruhi proses seleksi atau penempatan pegawai. Untuk
memperbaiki variabel ini, diperlukan regulasi yang tepat guna untuk
mengatasi ancaman tersebut, serta upaya untuk memperkuat independensi
dan integritas dalam pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi: Komunikasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam
memastikan pemahaman yang seragam dan koordinasi yang baik di antara
berbagai pemangku kepentingan. Dari data, terlihat bahwa masih ada
kekurangan dalam komunikasi antar organisasi, terutama antara BKPSDM
dan organisasi lain seperti orta dan inspektorat. Perbaikan dalam komunikasi
dan koordinasi diperlukan untuk memastikan semua pihak terlibat terhubung
dengan baik dan memahami tujuan serta proses implementasi kebijakan.
Evaluasi Kinerja: Evaluasi kinerja penting untuk mengukur keberhasilan
implementasi kebijakan sistem merit dan memastikan bahwa sistem tersebut
berfungsi secara optimal. Dari data yang diberikan, terlihat bahwa sudah ada
upaya dalam melakukan evaluasi kinerja melalui penilaian periodik oleh
KASN dan perbandingan antara daerah yang telah menerapkan sistem merit.
Namun, masih ada kebutuhan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan

evaluasi kinerja agar dapat memberikan dampak yang maksimal dalam
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meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan sumber daya
manusia.

g. Respon terhadap Perubahan: Respon yang adaptif terhadap perubahan
menjadi penting dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal dan
internal. Dari data, terlihat bahwa ada tantangan dalam respon terhadap
perubahan, baik dari faktor eksternal seperti kurangnya insentif, maupun
faktor internal seperti kurangnya pemahaman yang menyebabkan kesulitan
dalam mengadaptasi perubahan tugas. Perbaikan dalam hal ini akan
membantu memastikan bahwa organisasi dapat merespons perubahan dengan
cepat dan efektif, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan

lebih lancar dan sukses.

Dengan memperbaiki dan meningkatkan variabel-variabel ini, diharapkan
implementasi kebijakan sistem merit dapat berjalan lebih optimal di masa

mendatang.

2. Strategi agar sistem merit berjalan optimal

Berdasarkan hasil analisis penyebab tidak optimalnya implementasi sistem
merit, berbagai strategi telah dirumuskan dalam tiga jangka waktu yang berbeda.
Pada jangka pendek, fokusnya adalah pada sosialisasi yang menyeluruh, pelatihan
intensif, penyusunan kebijakan dan regulasi yang sesuai, serta pembentukan tim
implementasi. Selain itu, pengembangan sistem teknologi informasi juga menjadi
prioritas untuk mendukung proses penilaian kinerja yang objektif dan transparan.
Pada jangka menengah, strategi meliputi evaluasi rutin, penguatan kapasitas SDM
melalui program pengembangan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta
pengembangan skema penghargaan dan insentif. Hal ini bertujuan untuk terus
meningkatkan efektivitas sistem merit dan memastikan kesejahteraan pegawai.
Sementara itu, pada jangka panjang, fokusnya adalah pada integrasi sistem merit ke
dalam budaya organisasi, pengembangan Karir berkelanjutan, kemitraan dan
kolaborasi dengan pihak eksternal, serta dorongan terhadap inovasi dan adaptasi

berkelanjutan. Tujuan dari strategi jangka panjang ini adalah untuk menjadikan

139



sistem merit sebagai bagian integral dari budaya organisasi, serta memastikan

pertumbuhan profesional yang berkelanjutan bagi setiap pegawai melalui kerjasama

dan inovasi yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Kota Binjai, peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai
berikut:

a.

Perbaikan Koordinasi Antar Organisasi: Diperlukan upaya yang lebih besar
untuk meningkatkan koordinasi antar organisasi terkait, terutama dalam
mengatasi tantangan perubahan struktural dan penyesuaian tugas.
Membentuk mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan fleksibel serta
memperkuat komunikasi lintas-organisasi akan membantu meningkatkan
efisiensi dan efektivitas implementasi.

Penyesuaian Struktur Organisasi: Perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut
pada struktur organisasi untuk memastikan penempatan tugas dan tanggung
jawab yang jelas dan sesuai. Evaluasi ulang terhadap struktur organisasi
serta pembaharuan pedoman dan prosedur terkait perlu dilakukan agar
mendukung implementasi kebijakan secara lebih efektif.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya: Investasi lebih lanjut dalam
pengembangan kompetensi pegawai serta alokasi anggaran yang memadai
perlu diprioritaskan. Pelatihan dan pendidikan yang relevan serta
pengelolaan anggaran yang efisien akan membantu meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia dan memastikan kesuksesan implementasi kebijakan.
Penanganan Ancaman Kepentingan: Perlu adanya regulasi yang tepat guna
untuk mengatasi ancaman terhadap kepentingan, serta memperkuat
independensi dan integritas dalam pelaksanaan kebijakan. Memastikan
bahwa proses seleksi dan penempatan pegawai berjalan secara objektif dan
tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu.
Peningkatan Komunikasi: Perbaikan dalam komunikasi antar organisasi,
terutama antara BKPSDM dan organisasi lain seperti bagian organisasi dan

inspektorat, diperlukan untuk memastikan semua pihak terhubung dengan
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baik dan memahami tujuan serta proses implementasi kebijakan.
Membangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka dan efektif akan
membantu mengatasi kekurangan dalam komunikasi.

f. Peningkatan Evaluasi Kinerja: Perlu terus memperbaiki dan meningkatkan
evaluasi kinerja untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan
sistem merit secara lebih efektif. Memastikan bahwa evaluasi dilakukan
secara berkala dan menyeluruh, serta memperhatikan rekomendasi yang
dihasilkan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa
mendatang.

g. Peningkatan Respon terhadap Perubahan: Upaya harus dilakukan untuk
meningkatkan respon adaptif terhadap perubahan, baik dari faktor eksternal
maupun internal. Memberikan insentif yang memadai bagi pegawai yang
terlibat dalam percepatan implementasi sistem merit, serta memberikan
pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan pemahaman
dan kesiapan pegawai dalam menghadapi perubahan tugas. Memperkuat
koordinasi dan kolaborasi lintas-bagian juga diperlukan untuk memastikan

respon terhadap perubahan yang cepat dan efektif.

2. Bagi Pemerintah Pusat, peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai
berikut:

a. Penerbitan Regulasi yang Terlalu Dekat Jaraknya: seringkali, regulasi baru
diterbitkan dalam jangka waktu yang terlalu dekat satu sama lain, ketika
regulasi diterbitkan dengan frekuensi yang tinggi dalam rentang waktu yang
singkat, pemerintah daerah dihadapkan pada beban administratif yang
melonjak, seiring dengan upaya mereka untuk mengamati, memahami, dan
menerapkan peraturan-peraturan tersebut.

b. Integrasi SIMPEG Nasional (SIMPEGNAS) dengan SIMPEG Daerah:
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS)
masih belum terintegrasi secara optimal dengan sistem informasi

manajemen kepegawaian (SIMPEG) di daerah, yang mengakibatkan data
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tidak sinkron dan administrasi yang tidak efisien. Ketergantungan daerah
pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional yang belum
sepenuhnya tersinkronisasi menghambat inovasi lokal dan menjadikan
mereka lebih pasif dalam mengambil keputusan tanpa arahan dari
pemerintah pusat.

3. Bagi Akademisi, peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Penelitian Lanjutan: Melakukan penelitian lanjutan yang melibatkan
variabel lain yang belum tercakup dalam penelitian ini, seperti faktor
budaya organisasi, tingkat kepuasan pegawai terhadap sistem merit, dampak
teknologi informasi dalam proses seleksi dan penilaian, serta pengaruh
regulasi nasional terhadap implementasi sistem merit di tingkat daerah.
Penelitian lanjutan ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik
tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem
merit.

b. Analisis Perbandingan: Melakukan analisis perbandingan antara berbagai
daerah yang telah menerapkan sistem merit dengan tujuan untuk
mengevaluasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau
kegagalan implementasi. Langkah ini dapat memberikan wawasan
tambahan tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam
berbagai konteks pemerintahan daerah.

c. Pengembangan Kerangka Konseptual: Mengembangkan kerangka
konseptual yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang
memengaruhi implementasi sistem merit. Langkah ini akan memberikan
landasan teoritis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut serta membantu
memandu praktisi dalam merancang kebijakan yang efektif.
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